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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 105/PMK.05/2021
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek
Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;

bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor B-
936/M.Sesneg/Set/PR.00.05/12/2020 perihal
Penyampaian Proposal Perubahan Tarif Layanan, telah

menyampaikan usulan revisi tarif layanan Badan
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Mengingat

Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
pada Kementerian Sekretariat Negara,;

bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan
Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada
Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu
mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada
Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan
Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat

Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1046);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek

Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 1
Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan
Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara
merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek
Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara kepada

pengguna jasa.
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Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

atas:
a.

b.

C.

(2)

tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan;
tarif layanan administrasi pertanahan;

tarif layanan air bersih;

tarif layanan media promosi; dan

tarif layanan sarana olahraga dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

Tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan dan tarif
layanan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan dan tarif
layanan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan
Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada

Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 4

Tarif layanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c ditetapkan sebesar tarif layanan air
bersih yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI
Jakarta ditambah dengan profit margin sampai dengan
20% (dua puluh persen).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan air bersih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat
Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian

Sekretariat Negara.

Pasal 5

Tarif layanan media promosi dan tarif layanan sarana

olahraga dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 2 huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan

Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 6
Tarif layanan media promosi dan tarif layanan sarana
olahraga dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d dan huruf e memperhitungkan biaya per unit
layanan dengan memperhatikan jenis pengguna, jenis
kegiatan, fasilitas, lokasi, luas lahan, tingkat okupansi,

jangka waktu pemakaian dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 7

(1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek
Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat
memberikan jasa layanan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan kebutuhan dari pihak
pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

(2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur
Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan
Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat

Negara dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

(1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek
Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat
melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama
manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan
layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada
masyarakat.

(2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja
sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja
sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada

Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak lain.



